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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengumumbkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomalis setelah
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagai dimaksud
dalam Pasal 2ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1,000.000,00
(satujuta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun dan /atau denda paling banyak Rp 500,000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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PENGANTAR PENULIS

Penerbitan buku Dasar-Dasar llmu Politik ini, bermula dari
diktat untuk memperlancar perkuliahan mata kuliah dasar-dasar

ilmu politik, dimana pentlis sebagai pengampu dan koordinator di
FISE UNY. Kemudian ketika ada program kemitraan antara FISE UNY
(sekarang menjadi FIS dan FE), FIS-UNNES,FIS-UNESA, dan FKIP-UNS

Jurusan IPS, penulis menawarkan diktat penulis_untuk dijadikan
sebagai mod al untuk"dikembangkan menjadi buku yang dapat

menjadi salah satu referensi mata kuliah dasar-dasar ilmu politik
di Perguruan Tinggi kemitraan tersebut. Tawaran penulis ternyata
mendapatkan sambutan positif, kemudian penulis mengajak kolega
penulis Nasiwan, M.Si untuk melengkapi beberapa bab yang belum
sempat ditulis dan meminta masukkan kepada kolega di FIS UNESA:
Sudarsih,M.Si dan Agus Satmoko, S.Fil, M.Si; kolega di FIS-UNNES:
Puji Lestari, M.Si, dan Ngabiyanto, M.Si; kolega di FKIP UNS Jurusan
IPS : Suyatno, M.Pd dan Hendri Nuryadi, S.Pd; kolega di FISE UNY: Nur
Hidayah, M.Si, Lena Satlita, M.Si, dan Ita Mutiara Dewi, SIP.
Kemudian dalam upaya untuk memperluas jangkauan dan
menyesuaikan dengan tuntutan pemahaman tentang dasar-dasar
ilmu politik yang lebih komprehensif, serta pemutahiran konsep dan
teori maka buku ini ditulis dalam versi baru. Versi baru pada dasarnya
merupakan upaya penyempurnaan baik dari aspek isi, analisis serta
konstruksi penyusunan bab-babnya. Dengan demikian buku ini
diharapkan menjadi salah satu referensi yang dapat mempermudah
dan memperkaya usaha memahami ilmu politik beserta penerapannya.
Untuk itu, melalui kata pengantar ini perkenankan kami
mengucapkan terimakasih kepada kolega di Jurusan PKn dan Hukum
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FIS UNY, kolega pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik di FIS
UNY dan FE UNY serta FIS dan FKIP di Perguruan Tinggi kemitraan,
atas masukkan, kerjasama dan dukungannya sehingga buku ini dapat
disusun. Terimakasih juga disampaikan kepada Penerbit Ombak atas
ketersedianya untuk menerbitkan buku ini. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa memberikan taufiq dan hidayahNya kepada
kita, sehingga kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dapat kita nikmati dalam realitas kehidupan sehari-
hari. Dan tentunya kami senantiasa mengharapkan masukan
yang konstruktif untuk menyempurnakan buku ini di masa-masa

mendatang. Terima kasih.

Yogyakarta,
Kampus Karangmalang 29 Januari 2012

Penulis



BAGIAN PERTAMA
PENGERTIAN, MAKNA, HAKIKAT DAN
PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

A. PENGERTIAN ILMU POLITIK

Untuk memahami pengertian atau definisi ilmu politik, kata
kuncinya pada pemahaman tentang pengertian politik. Secara
etimologis, politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani),yang artinya
negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti polities (warga
negara), politikos (kewarganegaraan atau civics) dan politike tehne
(kemahiran politik) dan politike episteme (ilmu politik).

Secara terminologi, politik (politics) dapat diartikan sebagai
berikut. Misalnya, Laswell (1950, dalam Goodin; Klingemann, Dieter,
1996: 8) memberikan pengertian secara klasik (classic formulation)
tentang politik, yaitu ” Politics as who gets what, when and how”. Miriam
Budiardjo (1977: 8) mengartikan politk yaitu bermacam-macam
kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut
proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu. Pengertian yang lebih komprehensif tentang politik
dikemukakan Ramlan Surbakti, (1992: 10-11) yaitu interaksi antara
pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan pengertian politik di atas, maka pengertian ilmu
politik dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan
dan pelaksanaan keputusanyang mengikattentang kebaikan bersama.



